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A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A1 NPWP 256227729433000 A5 NAMA JABATAN :  Pelaksana
A2 NIP/NRP : 196801281 1001 A6 JENISKELAMIN : [] LAKI-LAKI [] PEREMPUAN
A3 NAMA :  Tato Yanuar Santoso
A4 PANGKAT/ : lilic/Penata A7 NIK : 3215142801680001
GOL A8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

[x72]

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : El 21410001 [ ] 21-10002
PENGHASILAN BRUTO
1. | GAJI POKOK / PENSIUN 64.724.800
2. | TUNJANGAN ISTRI 6.472.480
3. | TUNJANGAN ANAK 1.294.496
4. | TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 0
5. | TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 0
6. | TUNJANGAN BERAS 3.041.640
7. | TUNJANGAN LAIN-LAIN 2.500.436
8. | PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI GAJI 48.714.031
9. | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1S.D.8) 126.837.883
PENGURANG
10. | BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 6.000.000
11. | IURAN PENSIUN ATAU [URAN THT 2.951.446
12. | ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELAL Ul PEMBER! KERJA 0
13. | JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12) 8.951.446
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
14. | JUMLAH PENGHASILAN NETO (9- 13 ) 117.886.437
15. | PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GA.I POKOK 0
16. | JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN) 117.886.437
17. | PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 72.000.000
18. | PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17) 45.886.000
19. | PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 2.294.300
20. | PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAL YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG 0
MEMBAYAR GAJI POKOK
21. | PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAIAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG 0
PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOT KER.A YANG MEMBAYAR GAJI POKOK
22. | PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21) 2.294.300
23. | PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR 2.294.300
23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG 0
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) 2.294.300

24,

PPh PASAL 21 KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR

24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG

0

24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

0

C. PEGAWAI TERSEBUT C.01[_| DIPINDAHKAN  C.02[_| PINDAHAN C.03[ | BARU  C.04[ ] PENSIUN
D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

D1 NPWP Instansi Pemerintah - 000148965017000

D2 Nama Instansi Pemerintah - SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
D.3 ID Sub Unit Organisasi = 451005

D4  Tanggal D [B]Jwe[ 12 ]mm[2] 025 |nw
D5  NAMA PENANDATANGAN 2 Denny Hariman Ritonga, S.Sos

D6  Pernyataan Wajib Pajak

diperilukan fanda tangan

Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara
elekironik
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 @ -

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

AI4E4 AONAL
IR 1201
Jz 151428016

T YANUAR SANTOSO
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

2025

47T a2 b nNae
J. o iV,
17 Maret 2026
Torima alnkh Mann =l 0 QDT Andn prpnbnt Aln e
b=2 g el ¥ . Fet Vel g ie o ) I 25 16 S~ i fo =5 N5 i
& = o ] Wwiianall idyaiia L o sd [IBigll iBlLdial Ud - o o



